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Abstrak
 

Topik tentang DPRD ini sengaja penulis munculnya untuk menggugah semangat demokratisasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sekarang ini menjadi isu penting dalam kehidupan politik lokal.

Upaya untuk mewujudkan demokrasi di tataran lokal, dibutuhkan adanya lembaga perwakilan lokal yang

berdaya dan memiliki kedudukan yang kuat dalam mewakili kepentingan rakyat. Karena itu, isu

pemberdayaan DPRD menjadi salah satu elemen penting terwujudnya sistem pemerintahan daerah yang

demokratis.

 

Kedudukan DPRD pada masa reformasi seperti sekarang ini sangat berbeda dengan masa Orde Baru. Pada

masa Orde Baru, kedudukan DPRD berada pada posisi yang inferior bila berhadapan dengan Kepala

Daerah, namun pada era reformasi, justru DPRD berada pada posisi yang superior. Hal ini dapat dilihat dari

ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 di mana secara kelembagaan DPRD bukan lagi sebagai bagian dari

Pemerintah Daerah melainkan sebagai mitra sejajar dalam kedudukannya sebagai lembaga yang berwenang

meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah, membuat kebijakan daerah, mengontrol jalannya

pemerintahan dan membuat anggaran daerah. Karena itu, kedudukan DPRD pada era reformasi lebih

beruntung karena memiliki bargaining position yang lebih kuat dalam menentukan arah kehidupan politik di

daerah. Kedudukan DPRD yang kuat dalam konstelasi pemerintahan daerah seperti saat ini mempunyai dua

implikasi terhadap kondisi politik di Daerah.

 

Implikasi pertama adalah munculnya kehidupan politik yang lebih demokratis karena menguatnya posisi

rakyat yang direpresentasikan oleh para wakilnya di DPRD dalam proses sistem politik lokal. Asumsi dasar

dari implikasi pertama ini, Kepala Daerah (eksekutif) tidak lagi dominan untuk membuat berbagai kebijakan

dan tidak bisa lagi mengabaikan kepentingan rakyat, karena segala tindakannya senantiasa dikontrol oleh

DPRD. Implikasi kedua adalah munculnya arogansi DPRD karena memillki kekuasaan yang jauh Iebih

besar dibandingkan dengan Kepala Daerah. Implikasi ini dapat menimbulkan tindakan atau perilaku anggota

DPRD yang tidak sesuai dengan etika politik dan pemerintahan, seperti kasus yang marak di berbagai

daerah, yakni praktek money politik.

 

Implikasi yang muncul di daerah setelah diberlakukannya kebijakan otonomi daerah tersebut menggugah

minat penulis untuk meneliti lebih mendalam sejauhmana kontrol DPRD Kabupaten Bekasi dilaksanakan

dan bagaimana dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang balk. Di samping itu,

penulis juga mencoba menjawab faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kontrol DPRD

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ditemukan fakta bahwa DPRD Kabupaten Bekasi
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belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikasinya terlihat dari kemampuan DPRD dalam mengontrol pemerintah melalui kewenangan membuat

anggaran daerah yang cenderung lebih mengutamakan kepentingan DPRD dan Kepala Daerah ketimbang

kepentingan rakyat. Sebagai "wakil rakyat", DPRD juga tidak optimal dalam mewujudkan aspirasi rakyat ke

dalam kebijakan daerah yang dibuatnya. Lemahnya kemampuan DPRD mengontrol penyelenggaraan

pemerintahan daerah memberikan indikasi bahwa perjuangan untuk terbentuknya suatu pemerintahan daerah

yang transparan, akuntabel dan partisipatif atau dikenal dengan istilah good governance masih

membutuhkan waktu.

 

Di samping itu, penulis juga menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kontrol DPRD dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat :dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari pendidikan dan pengalman politik anggota DPRD,

kepentingan partai politik, hubungan Kepala Daerah dengan DPRD serta mekanisme atau prosedur

penggunaan hak-hak DPRD. Faktor internal yang cukup dominan mempengaruhi efektivitas kontrol DPRD

adalah mekanisme/ prosedur penggunaan hak-hak DPRD. Walaupun anggota DPRD memiliki hak-hak yang

lebih luas, namun penggunaan hak-hak tersebut seringkali tidak dapat diwujudkan secara optimal, karena

terkendala oleh aturan yang sangat birokratis. Mekanisme seperti ini dirasakan menjadi kendala bagi

anggota-anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

 

Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh kelompok kepentingan yang terdiri dari kalangan pengusaha

dan kelompok penekan yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat yang tergabung dalam kelompok

swadaya masyarakat. Kedua kelompok ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan daerah

walaupun cara yang digunakan berbeda. Kelompok kepentingan lebih persuasif dalam mempengaruhi para

aktor pembuat kebijakan, sedangkan kelompok penekan lebih agresif dalam mempengaruhinya, bahkan

dalam beberapa kasus cenderung menggunakan cara-cara intimidasi dengan mengerahkan massa dan juga

kekerasan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh DPRD dan Kepala Daerah.


